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ABSTRAK

Penyalahgunaan posisi tawar adalah keadaan salah satu pihak karena hal-hal tertentu
dalam suatu perjanjian dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain menerima
klausul-klausul yang dia kehendaki yang hanya menguntungkan dirinya.
Penyalahgunaan posisi tawar diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
Adapun rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk-
bentuk penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara UMKM dengan Usaha
Besar? 2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara penyalahgunaan posisi tawar
dalam kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar oleh KPPU? 3. Bagaimana
pertimbangan KPPU terhadap Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-K/2021? Penelitian
ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis bahan
kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga
bentuk penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara UMKM dengan Usaha
Besar, yaitu tidak adanya.:ketérlibatan - UMKM ) dalam.. pengambilan keputusan,
UMKM tidak diberikan transparansi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan, dan
Usaha Besar secara sepihak bertindak di luar isi perjanjian. Adapun bentuk
penyelesaian penyalahgunaan posisi tawar oleh KPPU diatur dalam Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Dalam perkara a quo, Majelis
Komisi memutuskan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35
ayat (1) UU UMKM. Namun demikian, tidak dikenakannya denda kepada Terlapor
tidak memberikan keadilan sepenuhnya kepada Kopbun THB selaku pihak yang
dirugikan dalam perkara a quo.
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